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BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Dalam skripsi ini, Penulis telah mengulas mengenai hal bahwa walaupun pengaturan 

mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebetulnya sudah diatur sejak lama, 

namun secara praktek korporasi jarang sekali dipidanakan, dan baru dalam satu atau 

dua dasawarsa terakhir saja terlihat munculnya gelombang pemidanaan korporasi, 

walau, sebagaimana dikutip di atas, sebetulnya jumlah perkara pidana yang melibatkan 

korporasi di Indonesia masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yurisdiksi lain, 

sehingga masih sulit, untuk tujuan penelitian, menemukan benang merah praktek 

terbaiknya.  

 

 Adapun, untuk menjawab pertanyaan pertama skripsi ini, dapat disimpulkan 

bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dilakukan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana di 

mana dapat diminta pertanggungjawaban korporasi, dan juga peraturan seperti PerJA 

28/2014 dan PerMA 13/2016. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan kedua skripsi ini, 

dapat disimpulkan bahwa terutama sebelum berlakunya PerMA 13/2016, penerapan 

peraturan sebetulnya sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang relevan, namun karena ketidakjelasan teknis-logistik, dan kekhawatiran bahwa 

hakim masih belum dapat menerima pemidanaan korporasi, hal tersebut jarang 

dilakukan, dan apabila dilakukan masih ada beberapa ketidakwajaran di dalamnya. 

Namun, setelah berlakunya PerMA 13/2016, kesesuaian antara peraturan dan 

penerapan peraturan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi semakin kuat. 
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 Terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, hal-hal sebagai berikut 

menjadi catatan penting: 

 

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, terutama hukum 

acaranya, lebih condong untuk menggunakan teori kesalahan korporasi seluas-

luasnya, dengan asumsi bahwa penegak hukum terdorong insentif untuk 

mencegah timbulnya biaya yang besar kepada masyarakat pada umumnya akibat 

tindakan korporasi;  

2. Pengaturan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi tersebut lebih condong 

mengatur untuk Situasi No. 3 sebagaimana digambarkan dalam Tabel No. 1 di 

Bab II di atas, di mana biaya atau kerugian pada masyarakat besar, dan tindakan 

kesalahan atau kelalaian korporasi mudah dibuktikan. Hal ini dapat dilihat dalam 

pengaturan dalam perundang-undangan seperti UU 31/1999 jo. UU 20/2001, UU 

32/2009, dan UU 8/2010, yang kurang lebih menggunakan doktrin respondeat 

superior untuk tindakan pihak yang memiliki hubungan kerja, atau pihak yang 

diperintah. Selain itu, pengaturan hukum acara dalam PerJA 28/2014 dan PerMA 

13/2016 yang lebih condong memfasilitasikan penghubungan secara luas antara 

korporasi dengan tindakan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan biaya 

atau kerugian, mendorong juga kesimpulan ini; dan 

3. Karena sifat tindak pidana yang selalu berevolusi untuk menghindari penegakan 

hukum, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi juga perlu 

mengantisipasi ke arah mana pengaturan perlu berkembang, terutama dalam 
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konteks perkembangan Industri 4.0 di mana inovasi teknologi informasi dan 

globalisasi membawa tantangan-tantangan untuk pemidanaan korporasi yang 

bersalah. 

 

 Sementara itu, terkait penerapan pengaturan pertanggungjawaban pidana 

korporasi, hal-hal sebagai berikut menjadi catatan penting: 

 

1. Walau pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah ditemukan sejak 

tahun 1950-an, hanya ada 6 perkara yang bisa dibilang benar-benar merupakan 

perkara pertanggungjawaban pidana oleh korporasi hingga tahun 2016; 

2. Perkara-perkara di mana ditemukan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi 

kontemporer (setelah tahun 2016), cenderung terkait dengan tindak pidana 

tertentu, yaitu korupsi dan pencemaran atau perusakan lingkungan, serta dalam 

sektor-sektor tertentu, terutama perikanan. Hal ini terlihat berhubungan dengan 2 

hal utama, pertama berkaitan dengan insentif utama untuk mencari 

pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu untuk mencegah dan membiayai 

kerugian yang diderita masyarakat, yang biasanya cenderung muncul dalam 

perkara tindak pidana lingkungan, dan ke-dua berkaitan dengan instansi-instansi 

pemerintah yang berkomitmen dalam penegakan hukum tindak pidana tertentu, di 

mana di Indonesia ditemukan instansi yang paling giat menggunakan pengaturan 

pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, yaitu KPK dan Satgas 115;  

3. Walaupun ada instansi-instansi negara yang menggunakan pengaturan 

pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagaimana disebut di atas, ada 
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beberapa perkara outliers seperti perkara semburan lumpur Lapindo, tindak 

pidana korupsi Innospec, dan tindak pidana korupsi ladang minyak BMG, di mana 

sesuai pola (ada kerugian besar terhadap masyarakat, dan kesalahan korporasi 

relatif mudah dibuktikan) seharusnya perkara tersebut berhasil memidanakan 

korporasi, namun pada kenyataannya tidak. Untuk tiap-tiap perkara tersebut: 

a. Perkara semburan sumur Lapindo: perkara pemidanaan korporasi berhenti 

ketika kejadian semburan lumpur dinyatakan sebagai bencana alam, di 

mana pernyataan-pernyataan tersebut terindikasi dipengaruhi oleh politik 

pada waktu itu; 

b. Perkara tindak pidana korupsi Innospec: pemidanaan korporasi Innospec 

yang berlokasi di yurisdiksi asing memerlukan kerjasama internasional 

dalam hal pidana yang mungkin tidak berhasil dilakukan; dan 

c. Perkara tindak pidana ladang minyak BMG: Pertamina sebagai korporasi 

tidak diminta pertanggungjawaban pidananya, walaupun laporan tahunan 

korporasi menyatakan bahwa transaksi yang dipermasalahkan sudah 

diakui sebagai tindakan korporasi. 

4. Perkara pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan yang juga melibatkan 

Pertamina pada tahun 2019 ini berujung ke penuntutan pidana yang dibawa oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Pertamina, di mana 

sebelumnya pada tahun 2018 pencemaran tersebut hanya mengundang sanksi 

administratif. Perkembangan tersebut terindikasi dikarenakan kerugian pada 

masyarakat yang sangat besar, sehingga pemerintah dari sisi Kementerian 
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perspektif relasi publik tidak dapat lagi 

mengelakkan gugatan tersebut. 

 

 Sebagaimana didiskusikan dalam Bab II dan Bab III di atas, pengaturan yang 

efisien dan efektif perlu membedakan situasi-situasi di mana sanksi administratif 

sebetulnya sudah cukup, dengan situasi-situasi dengan potensi biaya besar kepada 

masyarakat, yang perlu dicegah melalui pengaturan ancaman pidana untuk kesalahan 

dan kelalaian korporasi. Berdasarkan diskusi tersebut di atas, dapat diargumentasikan 

bahwa pengaturan hukum acara pertanggungjawaban pidana oleh korporasi cenderung 

belum membedakan situasi-situasi tersebut, karena insentif yang dikejar adalah insentif 

mencegah seluruh kerugian kepada masyarakat, sehingga kesalahan atau kelalaian 

korporasi dimungkinkan untuk dihubungkan dengan jenis-jenis tindakan yang mungkin 

terlalu luas. Oleh karena itu, pengaturan hukum acara pertanggungjawaban pidana oleh 

korporasi akan perlu mempertimbangkan hal ini secara mendalam dan komprehensif. 

*** 
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